BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah
mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan
arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap
guna mempercapat perwujudan Indonesia emas 2045;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka agar kegiatan
pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan
tepat sasaran perlu ditetapkan rencana pembangunan
jangka panjang daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor A4725)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan
Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 64);
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17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun
2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2011 Nomor 36);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga  perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-
2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode S (lima)
tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Bupati yang merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program Bupati.
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7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah  dokumen  perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
digunakan sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan
umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan ruang wilayah yang
mengatur struktur dan pola ruang Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daeral.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
daerah.

11. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/ perangkat
daerah untuk mencapai sasaran.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Program pembangunan daerah periode tahun 2025-2045
dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 3

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman
pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan
rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa
Barat yang memuat visi, sasaran visi, misi dan arah
pembangunan dan arah kebijakan transformasi Daerah.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi,
misi dan program Bupati.

(3) Periodesasi pembangunan jangka panjang Daerah dibagi
dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan
tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa
jabatan Bupati.

Pasal 4

(1) Dalam rangka kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindarkan  kekosongan rencana pembangunan
daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir
jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun
pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
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(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman penyusunan APBD tahun pertama
periode jabatan Bupati selanjutnya.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 5

Sistematika RPJPD adalah sebagai berikut :

BABI :PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB Il : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana
pembangunan  yang dilakukan melalui kegiatan
pemantauan dan pengawasan;

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI CIANJUR
ttd /cap.
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

e —

REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (9/145/2024)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

1. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang disebut
RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, serta
sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh)
tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan
manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan
pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang
berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai
penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan,
responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam
penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

pendekatan teknokratik;

pendekatan partisipatif;

pendekatan politis;

pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
pendekatan holistik-tematik;
pendekatan integrative; dan

pendekatan spasial.

g o o

RPJPD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka
waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok yang
menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi
dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan melalui
berbagai dialog sektoral maupun lintas sektor yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha,
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat.
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2024 NOMOR 66
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